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BAB III 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Pencemaran nama baik menurut hukum pidana sebagaimana yang 

termaksud dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan 

sebagai suatu perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan 

sesuatu hal maupun dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan 

atau ditempel agar diketahui orang banyak. Sedangkan menurut UU ITE, 

pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu 

pencemaran nama baik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama 

baik. 

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana 

pencemaran nama baik melalui media sosial pada dasarnya tidak lepas dari 

dakwaan jaksa, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal 

yang dimaksud atau tidak. Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial juga harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu : 

1. Melihat adanya unsur kesengajaan 
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2. Motif dan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran 

nama baik 

3. Subyek dan obyek dari tindak pidana pencemaran nama baik 

4. Media yang digunakan dalam tindak pidana pencemaran nama baik 

5. Tingkat kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencemaran nama baik 

6. Dampak sosial yang timbul dalam masyarakat 

Hambatan dan kedala bagi hakim yaitu dalam hal menetukan dimana 

perbuatan tersebut dilakukan. Hakim sulit menentukan dimana locus delicti 

perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini bisa menjadi masalah dalam eksepsi dan 

tentu menjadi hambatan dan kendala bagi hakim dalam menangani perkara 

pencemaran nama baik melalui media sosial. 

Saran  

 Mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus bisa 

menjelaskan lebih tegas berhubungan dengan penentuan wilayah hukum yang 

berwenang mengenai perkara tersebut, menyangkut tindak pidana pencemaran 

nama baik melalui media sosial dalam dunia maya sangat kabur batas wilayahnya 

dan agar hakim dalam menangani perkara tersebut tidak kesulitan berkaitan 

dengan kompetensi wilayah hukum pengadilan negerinya. 
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